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PUTUSAN
Nomor 1438/Pdt.G/2023/PA.Ba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten Kabupaten Banjarnegara,
sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor
1438/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang
akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Pebayuran, pada tanggal 11
Desember 1996, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan nomor : No. KUA, tertanggal 11
Desember 1996;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat

berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
kontrakan di Tangerang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah di karunia 2
anak yang Bernama:
® Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, NIK No. NIK, Tempat Tanggal
Lahir, Banjarnegara tahun 1997, Umur 26 tahun (sudah berkeluarga);
® Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK No. NIK, Tempat Tanggal
Lahir Banjarnegara, tahun 1999, Umur 23 tahun 9 bulan (dalam asuhan
Penggugat);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam
keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2007
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai
Percekcokan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya Percekcokan dan
pertengkaran secara terus menerus adalah antara lain disebabkan bahwa
adanya pihak ketiga yang beralamat di Magelang dan Tergugat sudah
melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2007, yang menyebabkan antara
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi ke rumahnya
yang beralamat di Kabupaten Magelang kemudian Penggugat pulang ke
rumahnya yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, selama
kurang lebih 16 (enam belas) tahun 5 bulan lamanya sejak bulan Februari
2007 hingga sekarang :;
9. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling
memperdulikan lagi;
10.Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak
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berhasil;

11.Bahwa berdasarka hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah

tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak

mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya

Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap

Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas | A;

12.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cqg. Majelis Hakim yang
menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka
persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK No.
NIK tanggal 20 Nopember 2019 Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan
TERGUGAT nomor No. KUA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi tanggal
11 Desember 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan dicap pos serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Agli surat keterangan beda nama nopmor No. Suket yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara tanggal 17 Juli
2023,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos
serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai Keponakan Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
di rumah kontrakan di Tangerang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak, yang saat ini ikut Penggugat;
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- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2007 antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat punya hubungan dengan wanita lain asal
Magelang dan sudah nikah sirri;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama
lebih kurang 16 (enam belas) tahun, Tergugat pulang kerumahnya
di Secang Magelang, sedangkan Penggugat pulang kerumah di
Singamerta;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak
pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai Keponakan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah kontrakan di Tangerang;

- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh
Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
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bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat
selingkuh dengan wanita lain asal Magelang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
Februari 2007, Tergugat pulang kerumahnya di Magelang, sedang
Penggugat pulang kerumahnya di Singamerta;

- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh
keluarga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 1996 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo.
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
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Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara
untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.
Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR
dan dalil syar'i:

-&" J" \J ;‘:b Ja,s \.-é- ,b J\A—wi" I>§:’- e ’,(o- \;'_ u&b e

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an |l : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal
49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
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Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menjalin hubungan dengan
wanita lain di Magelang tanpa sepengetahuan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 16 tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;
WQMNH.@M.75J)\ o) Sl 13 JJ:.J\d\aul JA;,J@ Ao-j_}.uu

-

Qw_haﬁ YU DM jJ

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan
keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan
penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak
dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan
penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling
mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 :

..3 .; j’ L - OIE, i ;j, o ol | #F [ ",T @ ,F/ i‘,‘ L] ; fi:-: -4 i‘r e Tooe o
M -~ 1 M = —~ =, ' . ! ) A 5 .

-] & ﬂ—’\“'”-'. 4 uu!.{ j' l‘&':",' Ij,_;m__ = Ij_)l A= 1 o j..i.; - L_.r---j

. Y 270 e nt LY AR TE . e B e

EAIE - Dy AL AR <Y &l 3 Dl R A

; ~ I & e = &

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia
menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari
Jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara
kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

menjadi tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah didapati adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak
berkesudahan bahkan antara suami isteri sudah pisah rumah dan sudah tidak
ada komunikasi serta sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali, maka
rumah tangga yang demikian itu telah retak atau broken mariage, yang tentu
saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan
sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah
mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap
mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-
ekses negatif bagi kedua belah pihak atau penderitaan-penderitaan lahir
maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal-hal tersebut harus dihindari dan hal ini selaras dengan qoidah fighiyah

yang berbunyi sebagai berikut ;
Hall b pie ol

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik
kemaslahatan”;

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam jenis

perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan

menjatuhkan talak ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dengan didasarkan pada Pasal 125 HIR, gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari
Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22
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Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Arifin masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
Helmi Ashari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H. Drs. Arifin

Panitera Pengganti,

Helmi Ashari, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp620.000,00
4. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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